BAB IV

PENUTUP

4.1.Kesimpulan

a. HGB di atas tanah Hak Pengelolaan yang masih dalam proses tidak dapat
digunakan sebagai jaminan kredit dengan pembebanan hak tanggungan,
sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 UUHT beserta Penjelasannya bahwa
yang dapat membebankan hak atas tanah sebagai agunan adalah pemilik
yang namanya tercantum dalam sertipikat. Di dalam sertipikat tercantum
dengan jelas mengenai data yuridis berkaitan dengan status hak atas tanah
dan nama pemegang hak serta data fisik mengenai letak, luas dan batas
tanah. bidang tanah dengan status HGB berdiri di atas tanah HPL yang
masih dalam proses belum terdaftar sehingga belum terbit sertipikat sebagai
bukti hak.

b. Perlindungan hukum terhadap bank bila debitur wanprestasi, bahwa ketika
debitur wanprestasi, sedangkan proses permohonan hak atas tanah dengan
status HBG belum terealisasi, yang berarti bank belum membebani hak atas
tanah tersebut, karena belum memenuhi syarat pembebanan sebagaimana
dimaksud oleh pasal 8 UUHT beserta Penjelasannya. Pada kondisi yang
demikian, bank belum menjadi kreditur preferen, melainkan kreditur
konkuren yang tidak diberikan hak untuk didahulukan dalam pelunasan
piutangnya, sehingga perlindungan hukum terhadap kreditur adalah berupa
jaminan umum sebagaimana pasal 1131 KUH Perdata.
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2. Saran
a. Bank dalam menjalankan usahanya terikat dengan prinsip kehati-hatian,
untuk itu hendaknya bank selain membebani hak atas tanah status HGB
yang masih dalam proses, mengikat benda milik debitur yang lainnya
sebagai jaminan tambahan.
b. Hendaknya bank membebani benda milik debitur sebagai jaminan khusus,

agar menempatkan bank sebagai kreditur preferen ketika debitur dinyatakan

pailit.
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